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ABSTRAK 

 

ANALISIS PINJAMAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF 
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman 

 

 

Dwiyono 
UNIVERSITAS SANATA DHARMA 

YOGYAKARTA 
2009 

 
 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten 
Sleman telah memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang yang 
digunakan dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah. 
 Penelitian studi kasus ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2009. 
Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah : Debt Service Coverage Ratio dengan menggunakan metode 
Least Square untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Bagi Hasil dan Belanja Wajib. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman layak 
untuk memperoleh pinjaman daerah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam 
PP Nomor 54 Tahun 2005 yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan 
daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

AN ANALYSIS OF REGIONAL LOAN AS ONE OF THE 
ALTERNATIVES OF REGIONAL DEVELOPMENT FINANCING 

A Case Study at Regency Government of Sleman  
 

 

Dwiyono 
SANATA DHARMA UNIVERSITY 

YOGYAKARTA 
2009 

 
 
 

 This research had a purpose to know whether Regency Government 
Sleman fulfilled the condition to secure the long-term loan that was used in 
finacing the development according to the Government Regulation No.54 in 2005 
about the regional loan. 
 This Case study research was carried out in April until July 2009. The data 
were gathered using documentation technique. The data analysis technique used 
Debt Service Coverage Ratio by using Least Square Method to predict the 
regional original income, General Allocation Fund, Revenue sharing fund and 
obligatory.  
 The Result of the research showed that Regency Government of Sleman 
was feasible to secure the regional loan in line with the condition that was 
determined in Government Regulation No.54 in 2005 that could be used for 
regional development financing and to increase the society’s welfare. 
 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

      Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, beberapa daerah 

mengalami masalah keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Pembangunan daerah sangat terkait dengan 

kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang 

dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah Daerah senantiasa menyediakan 

anggaran untuk pembangunan daerah, tetapi karena keterbatasan penerimaan 

daerah maka perlu dicari sumber-sumber yang lain. Salah satu alternatif 

untuk mengatasi masalah keuangan adalah dengan melakukan pinjaman 

daerah. 

 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 

2000 dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 

tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat 

bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali (Santoso, 2003: 148). Pinjaman ini dapat bersumber dari dalam 

seperti pemerintah pusat, lembaga keuangan bank dan bukan bank, 

masyarakat, maupun pinjaman luar negeri yang berupa pinjaman bilateral 

maupun multilateral. 
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 Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan 

prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan 

bagi daerah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pinjaman jangka 

panjang merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu 

tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa 

pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus 

dilunasi pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pinjaman jangka pendek 

digunakan untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan. Pinjaman 

jangka pendek merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang atau 

sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali 

pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus 

dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan (Santoso, 2003: 148). 

 Pengelolaan pinjaman daerah yang baik sangat diperlukan karena 

pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan bagi pemerintah. 

Pengelolaan pinjaman sangat dipengaruhi berbagai hal seperti fluktuasi 

belanja daerah. Pada umumnya alokasi belanja daerah akan mengikuti 

besarnya penerimaan daerah, penerimaan daerah sendiri pada era otonomi 

masih bergantung pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah 

pusat.  

 Beberapa Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan pembiayaan dari 

potensi sendiri, terutama dari Pendapatan Asli Daerah maupun sumber daya 

alam. Potensi pembiayaan daerah yang belum dikelola dengan baik adalah 

pembiayaan yang  berasal dari pinjaman daerah. Kegiatan-kegiatan yang 



3 

 

dibiayai melalui pinjaman daerah merupakan investasi di bidang publik 

berupa perbaikan dan penambahan infrastruktur sosial ekonomi. Semakin 

baik infrastruktur ekonomi yang disediakan Pemerintah Daerah, diharapkan 

akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Di masa yang akan datang, 

daerah dapat memanfaatkan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan 

daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah dipandang sebagai alternatif 

pembiayaan yang potensial bagi pemerintah daerah.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

Apakah Pemerintah Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat untuk 

memperoleh pinjaman jangka panjang yang digunakan dalam pembiayaan 

pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 

tentang pinjaman daerah? 

C.  Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka penelitian ini 

hanya dibatasi pada tahun anggaran 2001 sampai 2007. 

D.  Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Sleman telah 

memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang yang 

digunakan dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah. 
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E.  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Penulis. 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan teori-teori yang didapat 

dari perkuliahan dan sumber-sumber bacaan. 

2.  Bagi Pemerintah Daerah. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil 

keputusan di lingkungan pemerintah daerah dalam memperkaya kajian  

 tentang keuangan daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan 

dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber investasi 

untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. 

3.  Bagi Universitas Sanata Dharma 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan dan acuan 

pustaka, yang dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berminat 

akan topik ini. 

F.  Sistematika Penulisan 

 Bab I.    Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

  Bab II.  Landasan Teori 

Bab ini menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan 

dengan penelitian dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

pembahasan. 
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 Bab III.  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan cara yang akan digunakan dalam melakukan 

penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisa data. 

 Bab IV. Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini menjelaskan gambaran perusahaan yang diteliti meliputi 

sejarah perusahaan, tujuan pendirian dan struktur organisasi 

perusahaan. 

 Bab V.   Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang diperoleh, analisis data dan 

hasil penelitian serta interprestasi. Analisis dan pembahasan 

didasarkan pada teori yang telah dikemukakan. 

 Bab VI.  Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang mengemukakan 

kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian serta saran 

penulis. 
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      BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A.  Otonomi Daerah 

 1. Pengertian Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 

 2. Pengertian Daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

 3. Pengertian Pemerintah Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 

B. Hak dan Kewajiban Daerah 

 1. Hak Daerah menyelenggarakan Otonomi menurut UU no. 32 Tahun 2004 

a. Mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. 

b. Memilih pimpinan daerah. 

c. Mengelola aparatur daerah. 

d. Mengelola kekayaan daerah. 
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e. Memungut pajak daerah dan pajak daerah. 

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya yang berada di daerah. 

g. Mendapatkan sumber-sumber lain yang sah. 

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

2. Kewajiban Daerah menyelenggarakan Otonomi menurut UU no. 32 

Tahun 2004 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan 

nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k. Melestarikan lingkungan hidup. 

l.  Mengelola administrasi kependudukan. 

m. Melestarikan nilai sosial budaya. 
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n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya. 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

C. Pendapatan Asli Daerah 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang 

diperoleh dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan 

Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

D. Dana Perimbangan 

 Dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari dana 

APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) (Mahsun dkk, 2006: 39). Dana 

perimbangan digunakan untuk membantu daerah dalam mendanai 

kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber 

pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah.  

Dana perimbangan terdiri dari: 

1. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 
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2.    Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3.  Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai kegiatan 

khusus di daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan 

prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar 

tertentu (Mahsun dkk, 2006: 39-40). 

E. Belanja Daerah 

Menurut Halim (2004: 242-243) belanja daerah meliputi: 

1.  Belanja Rutin 

Belanja rutin adalah pengeluaran yang masa manfaatnya hanya untuk 

satu tahun anggaran dan tidak menambah aset kekayaan bagi daerah. 

Belanja rutin meliputi:  

a.  Belanja administrasi umum terdiri dari: 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang 

3) Belanja Perjalanan Dinas 

4) Belanja Pemeliharaan 

5) Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana umum 
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b.  Belanja Investasi 

Belanja investasi adalah pengeluaran yang masa manfaatnya 

cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset 

atau kekayaan daerah, dan akan menambah anggaran rutin untuk 

biaya operasional dan pemeliharaannya.                                     

Belanja investasi terdiri dari: 

1) Belanja Publik  

Belanja publik adalah belanja yang masa manfaatnya dapat 

dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik 

merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang 

mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan 

mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. 

2) Belanja Aparatur  

Belanja aparatur adalah belanja yang masa manfaatnya tidak 

secara langsung oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh 

aparatur. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat 

pada periode berjalan dan periode yang akan datang. 

c.  Pengeluaran Transfer 

Pengeluaran tranfer adalah pengalihan utang pemerintah daerah 

dengan kriteria: 

1) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti   

terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan. 
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2) Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang 

seperti pada suatu pinjaman. 

3) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti yang 

diharapkan pada investasi. 

d.  Pengeluaran Tidak Tersangka 

Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan 

untuk pembiayaan: 

1)  Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang 

dapat membahayakan daerah. 

2) Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau tidak 

tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan. 

3)  Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan 

yang dibebaskan (dibatalkan). 

F.  Pinjaman Daerah 

 1. Pengertian Pinjaman Daerah 

Pengertian pinjaman daerah menurut Undang-Undang  No. 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah adalah:  

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengkibatkan 
daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang 
dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali.  
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 2. Jenis Pinjaman Daerah   

Jenis pinjaman daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah adalah:  

a. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam  
jangka waktu  kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan 
kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok 
pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam 
tahun anggaran yang bersangkutan. 

b. Pinjaman jangka menengah, merupakan pinjaman daerah dalam 
jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban 
pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, 
bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang 
tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang 
bersangkutan. 

c. Pinjaman jangka panjang, merupakan pinjaman daerah dalam 
jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban 
pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, 
bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian  pinjaman  yang 
bersangkutan. 

 
 3.  Sumber Pinjaman Daerah 

Sumber pinjaman daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah adalah:  

a.  Pemerintah Daerah lain. 

b.  Lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan 

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia. 
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c. Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan 

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

d. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau 

pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri maupun luar 

negeri. 

e.  Masyarakat. 

 
 4.  Kegunaan Pinjaman Daerah  

Kegunaan pinjaman daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah adalah:  

a. Pinjaman jangka pendek hanya digunakan untuk menutup kekurangan 

arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan. 

b. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai 

penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. 

c. Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek 

investasi yang menghasilkan penerimaan. 

 
 5.  Persyaratan dalam Melakukan Pinjaman Daerah  

Persyaratan pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 

2005 tentang Pinjaman Daerah adalah:  
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a.  Pinjaman Jangka Pendek 

1). Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah 

dianggarkan dalam APBD tahun yang bersangkutan. 

2). Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek merupakan 

kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. 

3). Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman. 

b.  Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang 

1). Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan 

ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD 

tahun sebelumnya. 

2). Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan 

pinjaman paling sedikit 2,5. 

3). Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang 

berasal dari pemerintah. 

4). Mendapat persetujuan DPRD. 

 
 6. Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah 

Pembayaran kembali pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 

54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah adalah:  

a. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah yang jatuh tempo 

wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan atau dibayarkan 

pada tahun anggaran yang bersangkutan. 
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b. Pembayaran kembali pinjaman daerah dari pemerintah, dilakukan 

dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian 

pinjaman antara Menteri Keuangan dan Kepala daerah. 

 
 7. Pelaporan dan Sanksi Pinjaman Daerah 

Pelaporan dan sanksi pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 

54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah adalah:  

a. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah 

dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

b. Keterangan yang memuat semua pinjaman jangka menengah dan 

jangka panjang wajib dituangkan dalam lampiran dari dokumen 

APBD. 

c. Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh daerah merupakan 

dokumen publik dan diumumkan dalam lembaran daerah. 

d. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan 

kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 

Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. 

e. Apabila daerah tidak dapat menyampaikan laporan posisi kumulatif 

dan kewajiban pinjaman maka Menteri Keuangan  dapat menunda 

penyaluran dana perimbangan. 

f. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya 

kepada pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut 
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diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi 

Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak dari daerah tersebut. 

g. Dalam hal daerah melakukan pinjaman langsung dari sumber luar 

negeri, Menteri Keuangan akan melakukan pemotongan Dana Alokasi 

Umum dan atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang 

menjadi hak daerah tersebut.  

 
G. Debt Service Coverage Ratio 

 Pengertian Debt Service Coverage Ratio ( PP No. 54 Tahun 2005) 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan rasio proyeksi kemampuan 

keuangan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi 

tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk 

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi 

Belanja Wajib dan dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok 

pinjaman jangka panjang, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo setiap 

tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik. 

Rumus Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah sebagai berikut: 

                 (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW 

 DSCR =  ---------------------------------------------------≥ 2,5 

          (P + B + BL)   

 

Debt Service Coverage Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah jangka 

panjang. Besarnya DSCR ditentukan minimal 2,5 yang berarti setiap 1 rupiah 
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utang yang berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lain dilunasi dengan 

pendapatan daerah sebesar 2,5 rupiah. Debt Service Coverage Ratio 

merupakan ambang batas pinjaman daerah yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. 

H. Anggaran Sektor Publik 

Menurut Mahsun dkk (2006: 81), anggaran merupakan pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam 

periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi 

sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan 

dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. 

1.  Fungsi Anggaran 

Menurut Nordiawan (2006: 48-49), beberapa fungsi anggaran dalam 

organisasi sektor publik antara lain: 

a.   Anggaran sebagai alat perencanaan 

 Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan      

dan ke arah mana kebijakan yang dibuat. 

b.   Anggaran sebagai alat pengendalian 

 Anggaran sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang 

terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.  

c.   Anggaran sebagai alat kebijakan  

 Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah 

atas kebijakan tertentu. 

 



18 

 

d.  Anggaran sebagai alat politik 

 Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat 

komitmen bagian atau unit kerja dalam melaksanakan program yang 

telah dijanjikan. 

e.   Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

 Melalui anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja 

yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit 

kerja yang lainnya. 

f.   Anggaran sebagai alat motivasi 

 Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan  menjadikan 

nilai   nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.  Dengan 

catatan, anggaran yang baik memenuhi sifat “menantang tapi masih 

mungkin dicapai”. 

 Menurut Bastian (2005: 164), anggaran berfungsi sebagai berikut: 

a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

b. Anggaran merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang. 

c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan. 

d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

e. Anggaran sebagai alat komunikasi dan persuasi tindakan efektif dan 

efisien dalam pencapaian visi organisasi. 
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f. Anggaran merupakan instrumen politik. 

g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. 

2. Jenis Anggaran Sektor Publik  

Menurut Mahsun dkk (2006: 83), jenis anggaran adalah sebagai berikut: 

a.   Anggaran operasional, yaitu anggaran yang berisi rencana kebutuhan 

sehari-hari oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menjalankan 

kegiatan pemerintahan.  

b.  Anggaran modal atau investasi, yaitu anggaran yang berisi rencana 

jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap. 

3. Karakteristik Anggaran Sektor Publik 

Menurut Bastian (2005: 166), karakteristik anggaran sektor publik adalah 

sebagai berikut: 

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan nonkeuangan. 

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu. 

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan. 

d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusun anggaran. 

e. Anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan berupa studi 

kasus, yaitu penelitian tentang objek tertentu, sehingga kesimpulan yang 

didapat hanya berlaku pada objek dan subjek yang diteliti. Penelitian ini 

dilakukan  pada Pemerintah Kabupaten Sleman.  

B.   Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan 

dilaksanakan pada bulan April tahun 2009 sampai bulan Juli tahun 2009. 

C.   Subjek dan Objek Penelitian 

1.   Subjek penelitian adalah kepala bagian dan staf bagian keuangan dalam 

lingkup Pemerintah  Kabupaten Sleman. 

2.  Objek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

D.   Data yang Dibutuhkan 

1.      Gambaran umum Kabupaten Sleman 

2.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

3.      Catatan atas Laporan Keuangan 
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E.   Teknik Pengumpulan Data 

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati serta 

menyalin dokumen atau catatan yang diperlukan dalam penelitian.  

F.  Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 

diatas  adalah: 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

                 (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW 

 DSCR =  ---------------------------------------------------≥ 2,5 

          (P + B + BL)   

Keterangan, 

DSCR : Debt Service Coverage Ratio 

PAD : Pendapatan asli daerah 

DBH : Dana Bagi Hasil 

DBHDR  : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi  

DAU       : Dana alokasi umum 

BW          : Belanja wajib 

P             : Angsuran pokok pinjaman 

B             : Bunga pinjaman  

BL           : Biaya lainnya 

Syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang adalah Debt Service 

Coverage Ratio paling sedikit 2,5. 
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Untuk menghitung DSCR, penulis melakukan proyeksi Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Wajib  dengan 

menggunakan Analisis Time Series dengan metode Jumlah Kuadrat Terkecil 

(The Least Square Method).  

Analisis Time Series. 

Analisis Time Series adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola 

data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur, yang dapat 

digunakan untuk peramalan di masa yang akan datang (Budiyowono, 1997: 

213). 

Persamaan garis trend dengan metode kuadrat terkecil dirumuskan: 

  Y’ = a + bX 

Keterangan, 

Y’  :  Nilai variabel dependen 

a    :  Intercept Y, yakni nilai Y apabila X = 0   (∑ NY /  ) 

b    :  Lereng garis trend  (∑ ∑ 2/ XXY ) 

X   :  Nilai variabel independen dalam trend adalah waktu 

Langkah-langkah untuk menghitung DSCR sebagai berikut: 

1. Menghitung persamaan trend Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib 

dengan metode kuadrat terkecil menggunakan data pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah tahun 2001 sampai 2007. 
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2. Menghitung proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib. 

3. Menghitung jumlah pinjaman yang bisa ditarik pada tahun 2008 

menggunakan syarat pinjaman pada PP no. 54 Tahun 2005 yaitu jumlah 

sisa pinjaman dan pinjaman yang ditarik tidak melebihi 75% dari 

penerimaan umum APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2007. 

4. Menentukan tingkat bunga berdasarkan suku bunga pinjaman dengan 

menggunakan asumsi dan jangka waktu pengembalian pinjaman jangka 

panjang lebih dari satu tahun anggaran dan pembayaran dilakukan pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya setelah pinjaman ditarik.  

5. Menghitung bunga pinjaman dan angsuran pokok pinjaman. 

6. Menghitung DSCR dan menarik kesimpulan, setelah diketahui Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil 

Dana Reboisasi, Belanja Wajib, angsuran pinjaman maupun bunga 

pinjaman.     
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Pembentukan 

 Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada 

Rijksblad no. 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta 

(Mataram) dalam tiga kabupaten, yakni Kalasan, Bantul dan Sulaiman (yang 

kemudian disebut Sleman) dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. 

Dalam Rijksblad tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman 

(Sleman) terdiri dari empat distrik yaitu Distrik Mlati, Distrik Klegoeng, 

Distrik Joemeneng dan Distrik Godean. 

 Pada tahun 1940 wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami 

reorganisasi dengan munculnya Rijksblad Van Jogjakarta no.13/1940 tanggal 

18 maret 1940, Rijksblad tersebut membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta 

dalam empat kabupaten yaitu Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Tanggal 8 april 1945 

Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah 

Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei. Dalam Koorei tersebut 

dinyatakan wilayah Yogyakarta dibagi menjadi lima kabupaten yakni 

Kabupaten Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Penataan ini 

menempatkan Sleman sebagai wilayah kabupaten. 
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 Pada tahun tersebut, bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten 

lainnya di tanah jawa, infrastruktur yang dimiliki Sleman sangat terbatas. 

Fasilitas yang dimiliki adalah pusat pemerintahan, pasar, masjid dan stasiun 

kereta api. Sedangkan infrastruktur seperti alun-alun, penjara, markas prajurit 

sebagai syarat ibukota tidak dimiliki. Di era revolusi para pegawai 

pemerintah meninggalkan ibukota Sleman, dalam keadaan demikian 

Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi sepi dan terjadi “bumi angkut” oleh 

gerombolan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya gedung 

pemerintahan tidak layak lagi menjadi tempat pelayanan masyarakat. 

  Dalam kondisi gedung pelayanan masyarakat yang memprihatinkan, 

bupati Sleman KRT Pringgodiningrat pada tahun 1947 memindahkan pusat 

pelayanan kabupaten ke Ambarukmo, di Petilasan Dalem serta bekas pusat 

pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia. Dalam hal ini 

Ambarukmo merupakan pusat kegiatan pelayanan pemerintahan, bukan 

ibukota kabupaten. Pada tahun yang sama bupati KRT Pringgodiningrat 

diganti oleh KRT Projodiningrat. Dalam periode ini, tepatnya tahun 1948 

wilayah Kasultanan Yogyakarta mulai melaksanakan pemerintahan formal. 

Sesuai dengan UU no.22 tahun 1948, penyebutan wilayah Kabupaten Sleman 

adalah Kabupaten Sleman. 

 Pada tahun 1950 bupati KRT Projodiningrat digantikan oleh KRT 

Dipodiningrat hingga tahun 1955. Selanjutnya, KRT Dipodiningrat 

digantikan oleh KRT Prawirodiningrat yang menjabat bupati Sleman hingga 

tahun 1959. Pada masa itu pemerintah RI mengeluarkan UU no.1 Tahun 1957 
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mengenai Pembagian Daerah Republik Indonesia dan Aturan Otonomi 

Daerah, maka penyebutan kabupaten Sleman berubah menjadi daerah 

Swatantra. Sebagai implementasinya Departemen Dalam Negeri menerbitkan 

peraturan bahwa selain memiliki seorang bupati yang diangkat secara 

sektoral sebagai pegawai Kementrian Dalam Negeri, kabupaten juga harus 

memiliki kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD). Dengan kata lain, 

dalam periode pemerintahan ini sebuah kabupaten memiliki dua kepala 

daerah dan terpilih sebagai Kepala Daerah Swatantra adalah Buchori S. 

Pranotodiningrat. Seiring terbitnya Penetapan Presiden no.6 tahun 1959 dan 

no.5 tahun 1960 untuk memberlakukan kembali UUD 1945, pemerintah 

Kabupaten Sleman kembali dikepalai seorang bupati atau kepala daerah yang 

dijabat oleh KRT Murdodiningrat.  

          Pada tahun 1964, KRT Murdodiningrat memindahkan pusat 

pemerintahan ke Dusun Beran, Desa Tridadi Kecamatan Sleman. Lokasinya 

menempati bangunan kantor Bapedda Sleman dan pada masa ini pula 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman memiliki lambang daerah. Munculnya 

UU no.18 tahun 1965 mengenai hak otonomi daerah ditindaklanjuti DPRD 

Gotong Royong Daerah Tingkat II Sleman dengan menerbitkan SK 

no.19/1966 yang mengubah sebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman 

menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman hingga saat ini.   
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B. Geografis dan Luas Wilayah 

 Sleman merupakan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574,82 km² atau 18% dari luas 

wilayah DIY terbentang di antara 110º33’00” dan 110º13’00” Bujur Timur, 

serta 734’51” dan 747’03” Lintang Selatan. Di sebelah utara berbatasan 

dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Klaten, di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Magelang dan di sebelah selatan 

berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten 

Gunungkidul. Secara administratif terbagi atas 17 kecamatan, 86 desa dan 

1212 padukuhan. 

 Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter 

hingga 2500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan 

peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri dan permukiman. 

Sedangkan bagian utara merupakan lereng Gunung Merapi yang memiliki 

banyak potensi sumber air.  

C. Kependudukan 

 Selama periode tahun 2003-2007 jumlah  penduduk Kabupaten Sleman 

bertambah 43.744 orang yaitu dari 884.727 orang pada akhir tahun 2004 

menjadi 928.471 orang pada akhir tahun 2007 atau rata-rata meningkat 

sebesar 1,26% per tahun. Selama lima tahun terakhir, penduduk yang datang 

sebanyak 69.996 orang, penduduk yang pindah sebanyak 41.557 orang 

sehingga terjadi migrasi masuk netto sebanyak 28.439 orang. 
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 Kelahiran yang terjadi selama periode 2003-2007 sebanyak 47.590 

orang sedangkan jumlah penduduk yang meninggal sebanyak 22.024, 

sehingga terjadi pertambahan penduduk alami sebanyak 25.120 orang. Laju 

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman bersifat fluktuatif, pada tahun 

2003 sebesar 1,14%, meningkat pada tahun 2004 menjadi 1,20%, tahun 2005 

mengalami penurunan menjadi 1,17%, tahun 2006 1,11%  dan tahun 2007 

kembali meningkat menjadi 1,30%. 

D. Perekonomian Daerah 

 Terdapat empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten 

Sleman pada tahun 2007 yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran 

(21,98%), sektor jasa (18,83%), sektor industri (15,09%), dan sektor 

pertanian (13,36%). Dua sektor lain yang sangat cukup signifikan 

kontribusinya adalah sektor bangunan (12,17%) dan sektor keuangan, 

persewaan dan jasa keuangan (10,64%). 

 Selama empat tahun terakhir, kontribusi sektor primer terus mengalami 

penurunan dari 15,50% pada tahun 2004 menjadi 14,77% tahun 2005, 

14,41% tahun 2006 dan menjadi 13,99% pada tahun 2007. Kontribusi sektor 

sekunder meningkat dari 26,97% pada tahun 2004 menjadi 27,67% tahun 

2005, 28,07% tahun 2006 dan 28,51% tahun 2007. 

E. Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 mencapai 

4,61% sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2006 

(4,50%). Sektor primer tumbuh sebesar 1,37%, sektor sekunder 4,69%, dan 
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sektor tersier 5,62%. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan 

negatif adalah sektor pertanian yaitu sebesar -0,13% yang disebabkan oleh 

pertumbuhan negatif sub-sektor tanaman bahan makanan sebesar 1,68%. 

Sub-sub sektor dengan laju pertumbuhan jauh di atas pertumbuhan rata-rata 

adalah sub-sektor penggalian (74,60%), bank (17,26%), pos dan 

telekomunikasi (14,57%), dan hotel (11,01%). 

F. Inflasi 

 Laju inflasi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir sangat 

berfluktuasi. Setelah menurun tajam dari 11,9% pada tahun 2002 menjadi 

4,52% pada tahun 2003, laju inflasi kembali meningkat menjadi 6,58% tahun 

2004 dan meningkat tajam menjadi 15,48% pada tahun 2005. Pada tahun 

2006, tingkat inflasi mengalami penurunan tajam menjadi 10,88% dan 

kembali menurun menjadi 7,62% pada tahun 2007. 

 Kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi tertinggi tahun 2007 

adalah bahan makanan (11,12%), pendidikan, rekreasi dan olahraga. 

Sedangkan kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi terendah adalah 

transportasi dan komunikasi (1,92%) dan makanan jadi, minuman, rokok dan 

tembakau (3,35%). 

G. Investasi 

 Potensi investasi dunia usaha bidang pertanian meliputi komoditas hasil 

pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Sedangkan potensi investasi di 

bidang pariwisata antara lain meliputi usaha wisata alam, wisata candi, 

museum, wisata olahraga, wisata pendidikan, wisata budaya, dan wisata agro. 
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Di bidang industri potensi investasi meliputi industri pengemasan, industri 

pengolahan, dan industri pengolahan bahan galian golongan C. 

 Penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2007 

meliputi investasi PMA sebanyak 36 unit usaha dengan nilai investasi sebesar 

US$ 148,82 juta dan menyerap tenaga kerja 6.163 orang. Investasi PMDN 36 

unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 344,99 milliar dan menyerap 

tenaga kerja 9.387 orang. Investasi non fasilitas sebanyak 26.779 unit usaha 

dengan nilai investasi sebesar Rp 1.712,88 milliar dan menyerap tenaga kerja 

sebanyak 201.832 orang. 

H. Pertanian 

 Produktivitas padi sawah di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 rata-

rata mencapai 57,17 kw/ha gabah kering giling (GKG), menurun 0,31 kw/ha 

dibanding pruduktivitas tahun 2006. Dengan luas panen bersih 42,450 hektar, 

diperoleh produksi padi 242.878 ton GKG yang memberikan surplus beras 

82.440 ton atau 8,46% lebih rendah dibanding surplus beras tahun 2006. 

 Luas lahan usaha perikanan kolam meningkat 0,83% yaitu dari 555,62 

hektar pada tahun 2006 menjadi 560,21 hektar pada tahun 2007, sedangkan 

luas lahan usaha mina padi menyusut 4,43% yaitu dari 785,25 hektar menjadi 

750,50 hektar. Produksi ikan konsumsi mencapai 8.148,85 ton (meningkat 

17,40%), produksi benih ikan mencapai 532.156.500 ekor (meningkat 

28,46%), dan produksi ikan hias mencapai 7.818.000 ekor (meningkat 

21,15%). Rata-rata konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2007 mencapai 

23,14 kg/kapita meningkat 15,31% dibanding tahun 2006. 
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 Pada tahun 2007 terdapat 455 kelompok tani ternak di Kabupaten 

Sleman, meningkat 6,06% dibanding tahun 2006. Populasi ternak sapi potong 

sebanyak 47.352 ekor, sapi perah 5.589 ekor, kerbau 3.474 ekor, kuda 387 

ekor, babi  4.538 ekor, kambing 32.354 ekor, domba 56.997 ekor, ayam buras 

1.571.706 ekor, ayam petelur 1.540.932 ekor, ayam pedaging 2.681.775 ekor, 

itik 195.848 ekor, dan burung puyuh 901.425 ekor. Produksi hasil ternak 

yang utama adalah daging (20.515,8 ton), telur (17.523,7 ton), dan susu 

(6.687,9 ton). 

 Luas hutan di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 meningkat 7,60% 

yaitu dari 5.181,8 hektar menjadi 5.575,7 hektar. Penambahan luas hutan 

terutama berupa hutan rakyat yang meningkat 11,42%, dari 3.450 hektar 

menjadi 3.844 hektar. Produksi utama kehutanan berupa kayu 14.578,4 m, 

madu lebah 1.730 kg, dan kokon ulat sutera 4.627 kg. 

 Luas lahan perkebunan meningkat 7,21% yaitu dari 8.269 hektar pada 

tahun 2006 menjadi 8.865,7 hektar pada tahun 2007. Produksi utama yang 

dihasilkan berupa kelapa 83.417,2 kwintal, tebu 54.224,7 kwintal, mendong 

28.476 kwintal, tembakau 8.488,1 kwintal, kopi 883,4 kwintal, kakao 300,2 

kwintal, dan cengkeh 94,8 kwintal. Untuk meningkatkan hasil perkebunan, 

telah ditanam 500 batang kelapa, 1.000 batang panili, lada 500 batang, mete 

5.000 batang, dan perluasan tanam pohon jarak sebanyak 33.000 batang. 
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I.  Industri 

 Banyaknya industri kecil di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 

mencapai 14.555 perusahaan, terdiri dari 14.466 industri kecil (IK) dan 89 

industri besar dan menengah (IBM). Lebih dari separoh (yaitu 7.605 

perusahaan atau 52,6%) industri kecil terdapat di wilayah barat (Kecamatan 

Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean dan Gamping). Sebaliknya, hanya 11 

perusahaan (12,4%) industri besar dan menengah yang berada di wilayah 

barat, sedang selebihnya berada di wilayah tengah dan timur. 

 Selama tahun 2007, tenaga kerja yang terserap di sektor industri 

sebanyak 63.635 orang, meningkat 1,73%. Nilai produksi industri kecil 

mencapai Rp 581,48 milliar dan nilai produksi industri menengah dan besar 

mencapai Rp 2.237,98 milliar.        
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 Sesuai dengan teknik analisis data yang telah penulis jabarkan, sebelum 

menghitung Debt Service Coverage Ratio penulis melakukan proyeksi Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, Dana Bagi Hasil Dana 

Reboisasi dan Belanja Wajib menggunakan analisis Time Series. 

A. Menghitung persamaan trend 

Y’ = a + bX 

Keterangan, 

Y’  :  Nilai variabel dependen 

a    :  Intercept Y, yakni nilai Y apabila X = 0   (∑ NY /  ) 

b    :  Lereng garis trend  (∑ ∑ 2/ XXY ) 

X   :  Nilai variabel independen dalam trend adalah waktu 

 

Tabel 5.1  Perhitungan Persamaan Trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tahun 
Anggaran 

PAD (Y) X XY X² 

2001 Rp.26.616.137.717 -3 -79.848.413.151 9 
2002 Rp.34.846.979.982 -2 -69.693.959.964 4 
2003 Rp.43.494.246.800 -1 -43.494.246.800 1 
2004 Rp.53.919.261.011 0 0 0 
2005 Rp.66.511.686.403 1 66.511.686.403 1 
2006 Rp.75.792.320.330 2 151.585.640.660 4 
2007 Rp.94.896.446.720 3 284.689.340.160 9 
Σ Rp.396.077.079.003 0 309.749.047.400 28 

Sumber: Data diolah 
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Persamaan untuk PAD adalah Y’=56.582.439.860 + 11.062.465.980 X, dimana: 

a sebesar 56.582.439.860 merupakan konstanta yang berarti pada saat x = 0  tahun 

2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 56.582.439.860 dan b sebesar 

11.062.465.980 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun sebesar Rp 11.062.465.980. 

 
Tabel 5.2  Perhitungan Persamaan Trend Dana Bagi Hasil (DBH) 

Tahun 
Anggaran 

DBH (Y) X 
 

XY X² 

2001 Rp.15.907.855.030 -3 -47.723.565.090 9 
2002 Rp.21.184.390.110 -2 -42.368.780.220 4 
2003 Rp.24.876.641.000 -1 -24.876.641.000 1 
2004 Rp.32.350.000.000 0 0 0 
2005 Rp.34.500.000.000 1 34.500.000.000 1 
2006 Rp.35.500.000.000 2 71.000.000.000 4 
2007 Rp.62.079.000.000 3 186.237.000.000 9 
Σ Rp.226.397.886.140 0 176.768.013.700 28 

Sumber: Data diolah 

Persamaan untuk DBH adalah Y’=32.342.555.160 + 6.313.143.346 X, dimana: 

a sebesar 32.342.555.160 merupakan konstanta yang berarti pada saat x = 0  tahun 

2004 Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 32.342.555.160  dan b sebesar 

6.313.143.346 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Dana 

Bagi Hasil (DBH) setiap tahun sebesar Rp 6.313.143.346.  

 

 

 

 

 



35 

 

Tabel 5.3  Perhitungan Persamaan Trend Dana Alokasi Umum (DAU) 

Tahun 
Anggaran 

DAU (Y) X XY X² 

2001 Rp.205.430.000.000 -3 -616.290.000.000 9 
2002 Rp.255.350.000.000 -2 -510.700.000.000 4 
2003 Rp.304.780.000.000 -1 -304.780.000.000 1 
2004 Rp.307.330.000.000 0 0 0 
2005 Rp.318.139.000.000 1 318.139.000.000 1 
2006 Rp.485.397.000.000 2 970.794.000.000 4 
2007 Rp.543.065.000.000 3 1.629.195.000.000 9 
Σ Rp.2.419.491.000.000 0 1.486.358.000.000 28 

Sumber: Data diolah 

Persamaan untuk DAU adalah Y’=345.641.571.400 + 53.084.214.290 X, dimana: 

a sebesar 345.641.571.400 merupakan konstanta yang berarti pada saat x = 0  

tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar  Rp 345.641.571.400 dan b 

sebesar 53.084.214.290 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa 

peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun sebesar Rp 

53.084.214.290. 

 
Tabel 5.4  Perhitungan Persamaan Trend Belanja Wajib (BW) 

Tahun 
Anggaran 

BW (Y) X XY X² 

2001 Rp.203.609.704.100 -3 -610.829.112.300 9 
2002 Rp.290.403.458.100 -2 -580.806.916.200 4 
2003 Rp.297.555.905.700 -1 -297.555.905.700 1 
2004 Rp.337.748.744.400 0 0 0 
2005 Rp.344.801.215.800 1 344.801.215.800 1 
2006 Rp.427.336.430.419 2 854.672.860.838 4 
2007 Rp.533.823.068.952,22 3 1.601.469.206.857 9 
Σ Rp.2.435.278.528.277,22 0 1.311.751.347.295 28 

Sumber: Data diolah 
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Persamaan untuk BW adalah Y’=347.896.932.600 + 46.848.262.390 X, dimana: 

a sebesar 347.896.932.600 merupakan konstanta yang berarti pada saat x = 0  

tahun 2004 Belanja Wajib (BW) sebesar Rp 347.896.932.600 dan b sebesar 

46.848.262.390 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan 

Belanja Wajib (BW) setiap tahun sebesar Rp 46.848.262.390.  

      Perhitungan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tidak dilakukan penulis 

disebabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Sleman tidak terdapat akun tersebut, dan dianggap nol. 

 
B. Menghitung proyeksi PAD, DBH, DAU dan BW 

 Untuk menghitung proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Wajib (BW) menggunakan 

persamaan trend yang telah diperoleh. Proyeksi yang dilakukan hanya pada tahun 

2009, digunakan untuk menghitung Debt Service Coverage Ratio tahun 2009 saat 

pertama Pemerintah Kabupaten Sleman membayar angsuran pinjaman daerah. 

Perhitungan proyeksi PAD tahun 2009:  

Jarak X saat 0 (tahun 2004) dengan tahun yang akan diproyeksi adalah 5, X 

diganti dengan 5. Maka: 

 Y’ = 56.582.439.860 + 11.062.465.980 X 

      = 56.582.439.860 + 11.062.465.980 (5) 

      = 111.894.769.800 

Hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2009 

adalah Rp 111.894.769.800. 
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Perhitungan proyeksi DBH tahun 2009:  

 Y’= 32.342.555.160 + 6.313.143.346 X 

     = 32.342.555.160 + 6.313.143.346 (5) 

     = 63.908.271.890 

Hasil proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah    

Rp 63.908.271.890. 

Perhitungan proyeksi DAU tahun 2009:  

 Y’= 345.641.571.400 + 53.084.214.290 X 

     = 345.641.571.400 + 53.084.214.290 (5) 

     = 611.062.642.900 

Hasil proyeksi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah   

Rp 611.062.642.900. 

Perhitungan proyeksi BW tahun 2009:  

 Y’= 347.896.932.600 + 46.848.262.390 X 

     = 347.896.932.600 + 46.848.262.390 (5) 

     = 582.138.244.600 

Hasil proyeksi Belanja Wajib (BW) Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah         

Rp 582.138.244.600 

 
C. Menghitung proyeksi angsuran pokok pinjaman dan bunga 

 Sebelum melakukan proyeksi angsuran pinjaman dan bunga pinjaman, 

penulis melakukan perhitungan jumlah pinjaman yang bisa ditarik pada tahun 

2008 menggunakan syarat pinjaman pada PP no. 54 Tahun 2005 yaitu jumlah sisa 
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pinjaman dan pinjaman yang ditarik tidak melebihi 75% dari penerimaan umum 

APBD tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 

Tabel 5.5  Batas Maksimum Pinjaman (dalam Rupiah).  

Keterangan 2007 2008 

Penerimaan umum Daerah 700.040.446.720 - 
Batas Pinjaman - 525.030.335.000 

Sumber: Data diolah  

Dari tabel 5.5 Pemerintah Kabupaten Sleman dapat mengambil pinjaman sebesar 

Rp.525.030.335.000. Batas pinjaman daerah sebesar Rp.525.030.335.000 

merupakan 75% dari jumlah penerimaan umum daerah. Pada tabel 5.6 dapat 

dilihat jumlah pinjaman yang bisa ditarik dan sisa pinjaman sebelumnya. 

Tabel 5.6  Pinjaman yang ditarik dan sisa pinjaman (dalam Rupiah). 

Keterangan  

Batas Pinjaman Daerah ( 1 )                525.030.335.000 
Sisa Pinjaman ( 2 )                       964.214.500 
Pinjaman yang bisa ditarik ( 1 – 2 )                524.066.120.500 
Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung proyeksi angsuran pokok pinjaman dan 

bunga pinjaman setiap tahun. Pembayaran pinjaman jangka panjang akan dimulai 

pada tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 2009. Dengan 

menggunakan asumsi tingkat bunga pinjaman adalah 12% per tahun dihitung 

dengan mengalikan sisa pokok pinjaman setiap tahun, jangka waktu pengembalian 

pinjaman jangka panjang adalah 30 tahun. Tabel 5.7 menunjukkan proyeksi 

angsuran pokok pinjaman daerah dan bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten 

Sleman berdasarkan pinjaman yang akan ditarik pada tahun 2008. 
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Tabel 5.7  Angsuran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman (dalam Rupiah). 

Tahun Angsuran 
Pokok 

Pinjaman 
(1) 

Sisa Pokok 
Pinjaman 

(2) 

Bunga 
Pinjaman 

(3) 

Angsuran 
pokok 

Pinjaman 
Periode lalu 

(4) 

Bunga 
Pinjaman 

(5) 

Jumlah 
( 1 + 3 + 4 + 5 

) 

2009 18.071.245.530 505.994.874.470 62.887.934.460 137.744.928,4 80.926.145 81.177.851.060 
2010 18.071.245.530 487.923.628.940 60.719.385.000 137.744.928,4 64.740.116 79.009.301.600 
2011 18.071.245.530 469.852.383.410 58.550.835.460 137.744.928,4 48.555.087 76.824.566.030 
2012 18.071.245.530 451.781.137.880 56.382.286.010 137.744.928,4 32.370.058 74.639.831.560 
2013 18.071.245.530 433.709.892.350 54.213.736.540 137.744.928,4 16.185.029 72.455.097.060 
2014 18.071.245.530 415.638.646.820 52.045.187.070 137.744.928,4 0 70.270.362.560 

Sumber: Data diolah dan Pemerintah Kabupaten Sleman 

 

Tabel 5.8  Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 

Belanja Wajib (dalam Rupiah). 

Sumber: Data diolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tahun PAD 
(1) 

DBH 
(2) 

DAU 
(3) 

BW 
(4) 

Jumlah 
( 1 + 2 + 3 ) – 4 ) 

2009 111.894.769.800 63.908.271.890 611.062.642.900 582.138.244.600 204.727.440.190 
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Tabel 5.7 menunjukkan proyeksi angsuran pokok Pemerintah Kabupaten Sleman 

yang jumlahnya tetap setiap tahunnya berdasarkan jumlah pinjaman yang akan 

ditarik dan jumlah bunga pinjaman turun setiap tahunnya seiring dengan semakin 

kecil jumlah sisa pinjaman daerah.  

 
D. Menghitung Debt Service Coverage Ratio 

Untuk menghitung Debt Service Coverage Ratio menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

                (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW 

DSCR =  ---------------------------------------------------≥ 2,5 

          (P + B + BL)  

  

Perhitungan Debt Service Coverage Ratio Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 

2009: 

   204.727.440.190 

DSCR    =   ---------------------------- 

  81.177.851.060   

 =   2,5 

E. Pembahasan 

 Pada perhitungan di atas menunjukkan bahwa Debt Service Coverage Ratio 

Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2009 sebesar 2,5 yang berarti setiap 1 

rupiah utang yang berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lain dapat dilunasi 

dengan pendapatan daerah sebesar 2,5 rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman cukup untuk menutup beban utang 
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jangka panjang berupa angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman pada tahun 

tersebut. Syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang adalah Debt Service 

Coverage Ratio paling sedikit 2,5 yang berarti pada tahun 2008 Pemerintah 

kabupaten Sleman layak untuk memperoleh pinjaman daerah dan Pemerintah 

Kabupaten Sleman mampu untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman 

yang jatuh tempo setiap tahunnya. 

 Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan 

tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman layak dan mampu untuk melakukan 

pinjaman daerah khususnya pinjaman jangka panjang. Syarat untuk memperoleh 

pinjaman jangka panjang sesuai dengan PP no. 54 Tahun 2005 adalah 2,5 yang 

akan dipergunakan untuk pembiayaan daerah berupa pengadaan sarana dan 

prasarana atau untuk membangun infrastuktur yang berkaitan dengan kegiatan 

yang bersifat meningkatkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk 

mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan dari hasil perhitungan yang sudah 

dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Debt Service Coverage 

Ratio pada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2009 adalah 

2,5 dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP no. 54 Tahun 2005 

untuk melakukan pinjaman yang mengindikasikan Pemerintah Kabupaten 

Sleman layak dan mampu untuk mengadakan pinjaman daerah.  

 Di masa yang akan datang, pinjaman daerah dapat menjadi sumber 

pembiayaan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, juga untuk membangun infrastuktur sarana 

dan prasarana yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, tapi pada 

jangka panjang dapat menyejahterakan masyarakat yang akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah. 

 
B.  Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten 

Sleman, penulis hanya mengambil data Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah setelah otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 

anggaran 2007 dan menggunakan analisis trend yang berarti bahwa sifat dari 

trend linear yang konstan (naik atau turun) dengan mengetahui pola data pada 

masa lalu. 
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C.  Saran 

 Setelah melakukan pengolahan data mengenai Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum maupun Belanja Wajib dan Debt Service Coverage 

Ratio, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin diperlukan atau 

bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman maupun bagi peneliti 

selanjutnya. 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten, pinjaman daerah merupakan alternatif 

pembiayaan yang potensial. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat 

menggunakan pinjaman daerah tersebut untuk pembiayaan daerah berupa 

pengadaan sarana dan prasarana atau untuk membangun infrastuktur yang 

berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan daerah. 

2. Bagi para peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan dengan 

membandingkan Debt Service Coverage Ratio beberapa Pemerintah 

Daerah yang berbeda kondisi dan kemampuan keuangan daerah masing-

masing agar penelitian selanjutnya lebih berkembang dari penelitian 

sebelumnya.                 
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